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LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
1. Pejabat Staf/ Pelaksana mitigasi
a. Organisasi

Menurut Bapak/Ibu sebagai penjabat pelaksana mitigasi di BPBD,
bagaimana pembagian tugas antar bagian/subbagian dalam pelaksanaan
program mitigasi banjir diatur, apakah distribusi tugas sudah jelas dan
proposional, serta bagaimana pengaruhnya terhadap efektivitas program?
Menurut Bapak/Ibu, bagaimana ketersediaan, kompetensi, dan kapasitas
SDM di BPBD dalam mendukung pelaksanaan program mitigasi banjir,
apakah jumlah dan kualifikasi petugas sudah memadai, serta apakah perlu
peningkatan pelatihan atau penambahan personel?

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana koordinasi BPBD dengan instansi lain
(misalnya Dinas PUPR, pemerintah desa, dan instansi terkait) dalam
pelaksanaan program mitigasi banjir, apa mekanisme yang digunakan,
serta apa kendala utama yang sering muncul dalam koordinasi tersebut?
Menurut Bapak/Ibu, bagaimana struktur kerja dalam pelaksanaan
program mitigasi banjir di BPBD diatur dari level pimpinan hingga
pelaksana lapangan, apakah alur komando dan pelaporan sudah jelas, dan
sejauh mana struktur ini mendukung pelaksanaan program secara efektif?

b. Interpretasi

Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana pelaksana di BPBD memahami tujuan
dari program mitigasi banjir, apakah tujuan tersebut sudah disampaikan
secara jelas melalui peraturan atau instruksi, dan bagaimana pemahaman
ini memengaruhi cara mereka merancang dan melaksanakan program?
Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kejelasan kebijakan atau instrumen
pelaksanaan mitigasi banjir (misalnya SOP, SK, petunjuk teknis) yang
diterima, apakah sudah rinci, mudah dipahami, dan dapat
diimplementasikan di lapangan?

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana proses sosialisasi program mitigasi banjir
kepada masyarakat yang dilakukan BPBD dan bentuk kegiatan apa yang
digunakan, sejauh mana sosialisasi dinilai efektif, dan apakah ada peran
desa atau relawan dalam proses ini?

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemahaman pelaksana terkait berbagai
upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak banjir (misalnya
normalisasi, pembuatan saluran, penyiapan jalur evakuasi), apakah
upaya-upaya tersebut dinilai tepat sasaran dan terintegrasi dengan
kebijakan lebih luas?
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Aplikasi

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelaksanaan nyata program mitigasi
banjir di lapangan, seperti sosialisasi, simulasi bencana, atau pembuatan
jalur evakuasi, apakah sesuai dengan rencana, konsisten dalam waktu
tertentu, dan dapat diakses oleh masyarakat di wilayah rawan?

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kegiatan pencegahan (misalnya
normalisasi sungai, pembersihan saluran) dan penanggulangan banjir
dilakukan di lapangan, apakah ada gap antara kebijakan dan pelaksanaan,
serta faktor apa yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan?
Menurut Bapak/Ibu, bagaimana proses pemetaan daerah rawan banjir
dilakukan BPBD, apakah peta risiko sudah diperbarui, mudah dipahami,
dan digunakan sebagai dasar perencanaan serta penanganan banjir, serta
sejauh mana peran instansi teknis lain dalam penyusunan peta tersebut?

Petugas Lapangan BPBD atau Petugas Monitoring Lapangan

a.

Organisasi

Menurut Bapak/Ibu sebagai petugas lapangan/mitigasi BPBD, bagaimana
pembagian tugas antar petugas lapangan dalam pelaksanaan program
mitigasi banjir diatur, apakah pembagian wilayah, tugas, dan waktu sudah
jelas, dan sejauh mana hal ini memengaruhi kelancaran kegiatan?
Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi SDM petugas lapangan yang
terlibat dalam mitigasi banjir, apakah jumlah personel, tingkat keahlian,
dan sarana yang tersedia sudah memadai, serta apakah ada kendala dalam
kapasitas atau kesiapan petugas saat kejadian darurat?

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana koordinasi petugas lapangan dengan
pihak lain seperti perangkat desa, relawan, atau instansi terkait saat
melakukan monitoring dan penanganan banjir, apakah ada alur
komunikasi yang jelas, dan apa tantangan yang sering dihadapi?
Menurut Bapak/Ibu, bagaimana struktur kerja pelaksanaan program
mitigasi banjir dijalankan dari level pimpinan BPBD hingga petugas
lapangan, apakah petunjuk kerja dan instruksi turun secara jelas, dan
sudah sesuai dengan kondisi di lapangan?

Interpretasi

Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana Bapak/Ibu dan rekan petugas
memahami tujuan program mitigasi banjir yang dicanangkan BPBD,
apakah tujuan tersebut disampaikan secara jelas melalui sosialisasi atau
instruksi, dan bagaimana pemahaman ini memengaruhi cara Bapak/Ibu
bertindak di lapangan?
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Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kejelasan kebijakan atau SOP yang
diterima petugas lapangan, apakah petunjuk kerja sudah rinci, mudah
dimengerti, dan dapat dipraktikkan langsung di lapangan, atau masih
menimbulkan tafsir berbeda antar petugas?

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana petugas lapangan terlibat dalam proses
sosialisasi program mitigasi banjir kepada masyarakat, bentuk kegiatan
apa yang biasanya dilakukan (misalnya door to door, sosialisasi di desa),
dan sejauh mana masyarakat tampak memahami pesan yang
disampaikan?

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemahaman petugas lapangan terhadap
berbagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak banjir
(misalnya normalisasi, pemantauan debit air, penyiapan jalur evakuasi),
apakah upaya tersebut dinilai tepat sasaran dan relevan dengan kondisi di
wilayah kerja?

Aplikasi

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelaksanaan nyata program mitigasi
banjir di lapangan yang Bapak/Ibu alami, seperti sosialisasi, simulasi
bencana, atau pembuatan jalur evakuasi, apakah sesuai dengan rencana,
dan apakah ada perbedaan antara instruksi tertulis dengan praktik di
lapangan?

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kegiatan pencegahan (misalnya
pembersihan saluran, pemantauan tinggi air) dan penanggulangan banjir
(misalnya evakuasi, penyelamatan aset) dilakukan di lapangan, apakah
ada kendala fasilitas, informasi, atau koordinasi yang memengaruhi
efektivitas penanganan?

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran petugas lapangan dalam proses
pemetaan daerah rawan banjir, apakah hasil pemetaan sudah diperoleh
dan digunakan sebagai acuan saat monitoring, dan sejauh mana petugas
merasa peta risiko tersebut akurat dan membantu dalam tindakan di
lapangan?

Masyarakat yang terdampak

a.

Organisasi

Menurut Bapak/Ibu sebagai warga yang sering terdampak banjir,
bagaimana pembagian tugas antar warga, perangkat desa, dan relawan
dalam menghadapi banjir, apakah ada pembagian peran yang jelas, dan
sejauh mana gotong royong ini membantu penanganan di lapangan?
Menurut Bapak/Ibu, bagaimana ketersediaan dan partisipasi warga
(misalnya laki-laki, perempuan, pemuda) dalam mendukung kegiatan
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mitigasi dan penanganan banjir, apakah ada cukup relawan, dan apakah
ada kelompok yang dominan atau kurang terlibat?

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pengalaman Bapak/Ibu terhadap
koordinasi antara warga dengan pemerintah desa, BPBD, dan instansi lain
saat banjir terjadi, apakah informasi dan bantuan datang secara
terkoordinasi, atau sering terjadi tumpang tindih dan kebingungan?
Menurut Bapak/Ibu, bagaimana struktur kerja yang terlihat di lingkungan
saat banjir terjadi (misalnya ada yang mengatur evakuasi, ada yang
mengurus logistik, ada yang menjaga keamanan), apakah susunan ini
sudah jelas dan ditaati warga, atau masih terjadi kekacauan?

Interpretasi

Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana Bapak/Ibu memahami tujuan dari
program mitigasi banjir yang dilakukan pemerintah, apakah tujuan
tersebut pernah disampaikan secara jelas, dan bagaimana pemahaman ini
memengaruhi kesiapan Bapak/Ibu ketika hujan deras atau banjir datang?
Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kejelasan kebijakan atau aturan yang
diterima terkait mitigasi banjir (misalnya larangan menutup saluran,
penataan drainase, atau penyiapan jalur evakuasi), apakah instruksi atau
imbauan tersebut mudah dipahami, atau justru masih membuat bingung
warga?

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana sosialisasi program mitigasi banjir
kepada masyarakat dilakukan, apakah melalui pertemuan, pengumuman
desa, media sosial, atau kunjungan langsung, dan menurut Bapak/Ibu,
apakah sosialisasi yang pernah diterima sudah cukup memadai untuk
membuat warga siaga?

Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana Bapak/Ibu memahami upaya-upaya
yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak banjir, seperti
normalisasi sungai, pembersihan saluran, penanganan darurat, atau
penyiapan jalur evakuasi, dan menurut Bapak/Ibu apakah upaya-upaya
tersebut sudah sesuai dengan kondisi di lingkungan Bapak/Ibu?

Aplikasi

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelaksanaan nyata program mitigasi
banjir yang dapat dilihat di lingkungan, seperti sosialisasi, simulasi
bencana, atau pembuatan jalur evakuasi, apakah kegiatan-kegiatan
tersebut berjalan secara rutin, melibatkan warga, dan mudah diakses oleh
seluruh masyarakat?

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kegiatan pencegahan (misalnya kerja
bakti, pembersihan saluran, gotong royong) dan penanggulangan banjir
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(misalnya evakuasi, pengungsian, penanganan pasca banjir) dilakukan di
lingkungan Bapak/Ibu, apakah respons petugas dan warga sudah cepat
dan terkoordinasi, atau masih terdapat kelemahan?

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap daerah
rawan banjir di lingkungan, apakah pernah melihat atau mendengar
informasi berupa peta risiko banjir, dan menurut Bapak/Ibu, apakah peta
tersebut membantu warga untuk memahami titik-titik mana yang paling
berisiko dan segera bersiap ketika hujan deras?



LAMPIRAN 2 DOKUMENTASI WAWANCARA
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LAMPIRAN 3 PERATURAN BUPATI SIDOARJO NO 3 TAHUN 2018

BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBAGIAN KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang:

Mengingat :

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

a. bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Daerah

Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, salah satu
wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana adalah perlindungan masyarakat
dari dampak bencana dan pengurangan resiko bencana serta
pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program
pembangunan;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a

sampai dengan huruf i dan Pasal 26 ayat (1) huruf a sampai
dengan huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor
12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana, dalam hal status keadaan darurat bencana
ditetapkan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah berwenang melakukan dan/ atau meminta
pengerahan sumber daya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembagian Kewenangan, Tugas, dan Fungsi
dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di
Kabupaten Sidoarjo;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi
Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan batas wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO NO 13 TAHUN 2011

Ty

-

BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 73 TAHUN 2011

\

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu
menetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan
Peraturan Bupati Sidoarjo;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat 1l Surabaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor §9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2013

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 avat (2),
Pasal 58 avat (2), dan Pasal 59 avat (2) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
periu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Penvelenggaraan Penanggulangan Bencana;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yvang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa
yvang mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnva korban
jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta
benda, dan dampak psikologis.

2. Penyelenggaraan . . .
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LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN
2007

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2007
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung
Jjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan
pelindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk
pelindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan  umum  yang  berlandaskan  Pancasila,
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan
demografis yvang memungkinkan terjadinya bencana, baik
vang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun
faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan
dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat
menghambat pembangunan nasional;

c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan
landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak
sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan
kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya
penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi,

dan terpadu;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu membentuk
Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana;

Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Dengan



LAMPIRAN 4 SURAT IZIN OBSERVASI TU

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : +llmu Administrasi Negara + limu Administrasi Niaga «limu Komunikasi
+ Magister Administrasi Publik +Magister llmu Komunikasi ¢ Doktor limu Administrasi
Gedung F 101 JI. Semolowaru 45 Surabaya (60118)

Telp. 031-5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby ac.id

Nomor
Lampiran
Perihal

Kepada Yth.

Tembusan Yth:

Surabaya, 7 Mei 2026

- 0997/K/FISIP/V/2026
- 1 (satu) berkas Proposal
: Permohonan ljin Observasi

- Kepala Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo

JI. Ahmad Yani No.4, Pucang, Kec. Sidoarjo,
Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61219

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi
pada Program Studi llmu Administrasi Negara, Fakultas limu Sosial dan limu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/lbu
untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No. Nema dan NIM Alamat No. Tlp
1. | Oktavia Adinda Putri Garuda Cluster Bangsri, 081249268880
(1112200178) Sukodono, Sidoarjo

Guna melakukan pengambilan data di:
“Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo”

Dengan Judul Skripsi: “Implementasi Program Mitigasi Bencana Banjir Oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur".

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

NPP 20110.86.0062

- Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Sidoarjo.
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LAMPIRAN 5 SURAT BALASAN IZIN OBSERVASI BANGKESBANGPOL

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JI. Raya A. Yani No. 4Telepon. 031 8921954
Email : bakesbangpolsidoarjo@gmail.com
Waebsite : bakesbangpol sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 12 Mei 2026

Nomor 1 000.9/2035/438.6.5/2026

Sifat :  Biasa [ Terbuka

Lampiran : -

Hal :  Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan

An. 5dr. Oktavia Adinda Putri

Yth : Kepada. Sdr. Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo

di
SIDOARJO

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas limu Sosial dan limu Politik Universitas
17 Agustus 1945 Surabaya, Nomor:0997/K/FISIP/V/2026 Tanggal 7 Mei 2026 Perihal
Permohonan Rekomendasi Penelitian /Survey / Kegiatan / Pkl / Kkn / Magang/ Ojt,
Maka Bersama Ini Kami Hadapkan:

Nama : Oktavia Adinda Putri
Tempat / tgl Lahir Sidoarjo, 10 Oktober 2003

Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa

Alamat Garuda Cluster Bangsri Sukodone Sidearjo

Instansi Universitas 17 Agustus Surabaya f
Fakultas llmu Sosial dan limu Politik

NIP/NIM t 1112200178

Judul : IMPLEMENTASI PROGRAM MITIGASI
BENCANA BANJIR OLEH BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DI KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI

JAWA TIMUR

Pembimbing/Penanggungjawab Drs. Adi Soesiantoro, M.Si., Dra. Indah Murti,
M.Si

Peserta Oktavia Adinda Putri

Bidang Sosial

Tujuan Penelitian / Wawancara

Waktu 14/05/2026 s/d: 22/05/2026

Telephone/Hp 081249268880

Email oktaviaadindad56@gmail.com

Untuk melakukan Penelitian/Survey/PKLIKKN/Magang/Kegiatan di

Instansi/Wilayah Saudara guna kepentingan studi, dengan syarat-syarat’ketentuan
sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah
setempat/Lokasi Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan.

2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat
mengganggu kestabilan keamaan dan ketertiban didaerah/lckasi.

Dohumen ioi telah diandatangani secars slekiranik mengguiskan seriikal slsktmnk
yang diterbitkan okah Bala Besar Sertifkas: Clektrank (BSrC), Badan Siber dan Sand Negara



3. Yang bersangkutan diberi tugas sesual relevansinya dengan mata kullah/petajaran di
sekolahiperguruan finggl,

4, Wajib melaporkan hasil Penelitian ke Badan Kezaluan Bangsa dan Pelitih Kabupaten
Siodarjo dalam kesempatan pertama.

5. Surat Kelerangan Inl akan dicabubitidak bedaku apabila yang bersangkutan fidak
memeanuhi syarat-syaral serla ketentuan separti tersabut di atas.

6. Melaksanakan Protokol Kesehatan pada saat melakukan
Penelitian/SurveyPXLKKNMagangKegiatan.

Demikian untuk menjadikan Makism.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN SIDOARJO

DL oo gari st ot btk )

. Frodh Sobants S5ai, MM

. EREDIK SUHARTO, S.Ses.MM
Teminman : Pembina Utama Muda

1. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Sidoarjo,

2. Sdr. Dekan Fakultas llmu Sosial dan lima
Polilik Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya;

3. Sdr. Yang Bersangkutan,

NIP197002021991011002

Phstursn i - ki
g iarnkan o ks Besar Sartiisas Ciakirns (51E). daan Ster dan Sandl hegarm

8 Kopaia Badan Kasacusn Bengra din Poliih

86



LAMPIRAN 6 KARTU BIMBINGAN

87



88



LEMBAR 7 PERINTAH REVISI

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama :Oktavia Adinda Putri

NIM 11112200178

Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 24 Juni 2026

Judul Skripsi . | Implementasi Program Mitigasi Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

Catatan Perbaikan:

.l
Surabaya, / % 2;

Persetujuan M%WIW ikan, Reviei deri

Catatan: Bita tidak ada revisi, dosen pengujl wajib menuliskan “tidak ada revisi®. dan menandatangani di sebelah hanan dan

i,

89



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama ‘Oktavia Adinda Putri

NIM 11112200178

Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 24 Juni 2026

Judul Skripsi . | Implementasi Program Mitigasi Bencana Banjir Oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa
Timur

Catatan Perbaikan:

Montnbdles. Qorta sla Vo 03013 & Qorsp
Vol th 70y mm?jv &P

Persetujuan Penguji Teleh RevisiiPerbatkan, Rewisi dari Dosen Penguii,

%,ngﬂ_j hgudi SH,m.Si ’ WW\V\VJ\'

7 kafeodi mn Al tHegmn

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penquji wajib menuliskan “tidak ada revisi”, dan menandatangani di sebelah kanan dan

kiri




91

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama ‘Oktavia Adinda Putri

NIM 11112200178

Hani/ Tanggal Ujian : Rabu, 24 Juni 2026

Judul Skripsi . | Implementasi Program Mitigasi Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

CM"P”TT: Tokus MmHﬁm Apeatley spaken B
~ W Ko | Non(ana  pkan padn  Sowalday f‘wlw\(r)
3) mm kowwan % - Kabugnkn &donrp .
ww& Kawhwn Band  bugden Scdoarj 0
?ﬁhn mr\my\ kan  plasan aWM*kf}?/
J\‘-‘*"{. aﬁrw\ \mm ,5\\{ ) =
'3 Cogm\a’]m \'\C*N's M\ﬁ\ f}‘“’*" Rundor 7’5] ]‘““'F kefé"’”‘h"/
\&(u\ﬂﬁ\'\cm Mana SMA N fium %Mﬂu\w\ Tohalins .
4) M\ fode §oa\"ﬂxu.ma~r\£?\ W”}




92

LAMPIRAN 8 HASIL UJI TURNITIN

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
LABORATORIUM OTONOMI DAERAH

Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
1. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

SURAT KETERANGAN
Nomor:983/K/LOD/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Falultas [lmu Sosial dan
IImu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama - Moh. Dey Prayogo, S.1.Kom., M. Kom
NPP - 20150220869
Dengan ini menerangkan bahwa:
Nama : Oktavia Adinda Putri
NBI : 1112200178

Berdasarkan hasil wi tumitin untuk skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%.
Surat Keterangan i diberikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran Ujian
Skripsi”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 17 Jum 2026

Mengetahui
KepalaLab. Otoda, PIC Uji Plagiasi
Ry ..-\-.:.:ﬂ-.__. o

Dida Rahmadanik, S.AP, M.AP Moh. Dey Prayogo, S.Lkom., M.1 Kom



93

LAMPIRAN 8 BUKTI SUBMIT

Policy and Maritime

Review =—

I

LETTER OF ACCEPTANCE

Tim Redaksi Journal Policy And Maritime Review Fakultas Thnu Sosial dan
Tlmu Politik Universitas Hang Tuah telah menerima artikel dengan,

Judul :Implementasi Program Mitigasi Bencana Banjir Oleh Badan

Penanggulan Bencana Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Provinsi
Jawa Timur

Penulis :Oktavia Adinda Putri, Adi Soesiantoro, Indah Murti
(Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia)

Menyatakan bahwa naskah tersebut telah diterima oleh tim redaksi Journal

Policy And Maritime Review dan akan ditindaklanjuti untuk diterbitkan pada
edisi Volume 5 No 2 tahun 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
Mestinya.

Surabaya, 16 Juni 2026

Agus Subianto

9 pmrjournal@hangtuah.ac.id

0 Editorial Address: ks h hiacid )
JI. Arief Rahman Hakir Ne.150, tps:/fpmrhangtuah.aci =) E-ISSN 2964-2140
Keputih, Kec. Sukplilo, Kota SBY,

Jawa Timur 60111,




